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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Potensi kekayaan alam Indonesia seakan-akan tidak akan pernah 

habis termakan waktu dan jaman. Keanekaragaman kekayaan alam 

tersebut meliputi kekayaan alam hayati dan non hayati, begitu pula 

dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang melimpah 

terutama sumber daya alam yang tak terbaharukan menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat perhatian dunia. 

Bahan galian sebagai sumber daya alam tak terbaharukan merupakan 

komoditi yang sangat berharga dipandang dari sisi manapun. 

Fakta dari melimpahnya kekayaan alam bahan galian yang 

dikandung negara ini, maka wajar apabila  dalam Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai wujud hukum dasar negara dicantumkan mengenai 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:  

“Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar besar kemakmuran rakyat”. 

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  Atas dasar hak menguasai 

dari Negara sebagai yang dimaksud  diatur pengambilan kekayaan alam 

yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.1 

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Agraria (UUPA) merumuskan makna “hak menguasai negara” 

sebagai wewenang untuk : 

 

1 Pasal 2 dan Pasal 8 UUPA 
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a. mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang agkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  

Kemudian  disebutkan bahwa wewenang  menguasai negara 

tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat  dan pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah dan 

masyarakat hukum adat.  Penjelasan umum UUPA lebih menegaskan 

bahwa negara tidak memiliki, melainkan bertindak selaku pemegang 

kekuasaan yang bersifat publik atau kepemerintahan belaka 

(bestuursdaad). Seringkali dilupakan adalah tujuan dari dikuasai Negara, 

baik dalam UUD 1945 maupun UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai 

oleh Negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang 

terkandung dalam bumi dan dalam air.  Dalam bumi diartikan sebagai 

dipermukaan atau dibawah bumi. Di dalam air diartikan berada di bawah 

air yaitu di atas atau di bawah bumi yang berair (sungai, danau, laut, 

rawa). Bahan galian tambang untuk sebagian didapati di atas permukaan 

bumi atau bagian permukaan bumi yang berada di bawah air. Berbagai 

macam bahan galian tambang antara lain seperti batubara, kapur, dan 

berbagai jenis batuan. Bahan tambang  tersebut harus diperoleh melalui 

kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan proses kegiatan 

pengambilan  bahan  kekayaan alam yang ada di dalam tanah yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia.   

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum 

pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting 

dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu pengelolaannya 
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harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi 

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;2  

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan 

jangka waktu panjang yang memerlukan regulasi dari berbagai sektor. 

Tidak adanya sikronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang 

mengaturnya akan menyebabkan tujuan pemanfaatan tanah yang 

berkeadilan sulit dicapai. Perubahan rezim dalam Undang-Undang 

Pertambangan, dalam hal ini Undang-Undang pertambangan yang lama 

istilah  yang digunakan dalam pengelolaan usaha pertambangan adalah  

kontrak dengan pelaksanaan Kuasa Pertambangan, sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang 

baru digunakan istilah  perizinan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) .  

Hukum di Indonesia mengatur bahwa orang atau badan hukum 

yang menguasai atau memiliki bidang tanah yang di dalam tanah tersebut 

ditemukan endapan alam bahan tambang harus merelakan tanahnya 

untuk dikuasai oleh Negara sebagai wujud tanah mempunyai fungsi sosial. 

Memperhatikan pembangunan di sektor pertambangan, ketentuan yang 

sangat berkaitan erat adalah masalah perizinan usaha pertambangan 

karena akan berkutat dalam hal penguasaan hak atas tanah dan 

kepemilikan hak atas tanah di kawasan pertambangan tersebut. Oleh 

karena itu, hubungan antara izin usaha pertambangan dan hak tanah tidak 

dapat dipisahkan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan 

melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus 

diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan 

digunakan, apakah statusnya tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak 

 

      2 Diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara. 
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guna bangunan, hak pakai hak atas tanah sebagaimana diatur Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau tanah Negara 3. 

Mengenai   pemberian hak atas tanah di areal pertambangan 

menurut Pasal 27 ayat (5)  UU No 11 Tahun 1967 tentang Kententuan 

Pokok – Pokok Hukum Pertambangan4 menyatakan bahwa  apabila telah 

diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak 

terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya tanah Negara, maka 

atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi 

hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri. Selanjutnya ketentuan 

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara mengatur bahwa  pemegang Izin Usaha 

Pertambangan selanjutnya disebut IUP atau Izin Usaha Pertambangan 

Khusus selanjutnya disebut IUPK yang telah menyelesaikan hak-hak atas 

bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata dapat artinya 

tidak harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat 

pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.  

Saat operasi pertambangan pemberian hak atas tanah kepada 

pengelola pertambangan dikhawatirkan  akan menimbulkan 

permasalahan dikemudian hari, mengingat pengelola sesungguhnya hanya 

memerlukan ijin penggalian bahan tambang.  

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang 

angkasa bersifat abadi 5,  oleh karena itu memelihara tanah, termasuk 

menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah 

kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai 

hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang 

ekonomis lemah6. Kegiatan pertambangan berpotensi  mengubah kondisi 

 

      3 Salim ,HS, 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hlm. 25 
4 Dicabut oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

batubara. 
       5 Pasal 1 ayat (3) UUPA 
       6 Pasal 15 UUPA 
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bentang alam bahkan cenderung merusak, sehingga diperlukan upaya 

reklamasi untuk menjamin pemanfaatan bidang tanah di bekas kegiatan 

pertambangan agar berfungsi sesuai peruntukannya.  Hubungan hukum 

antara pengelola pertambangan dengan tanah ini harus diperhatikan agar 

tetap terjaga seperti hubungan abadi manusia dengan tanahnya. 

Pertambangan merupakan kegiatan yang bersifat sementara, oleh karena 

itu penggunaan bidang tanah pasca tambang harus dimanfaatkan dengan 

kegiatan yang produktif. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai 

peranan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 

pasca tambang 7. 

Guna mengatasi permasalahan yang ada di sektor pertambangan 

tersebut, pemerintah selaku eksekutif harus segera mengambil tindakan 

yang integral dan komprehensif. Tindakan-tindakan tersebut dapat 

berupa pembuatan kebijakan-kebijakan baru, program-program dan 

upaya perlindungan serta pelestarian di sektor pertambangan demi 

terwujudnya pembangunan dan pengelolaan di sektor pertambangan yang 

berkelanjutan. Tindakan yang integral dan komprehensif tersebut, berupa 

pembaharuan aspek hukum. Aspek hukum ini adalah instrumen pokok 

sebagai sebuah kerangka acuan dan tujuan dari pembangunan sektor 

pertambangan, serta merupakan komitmen vital bagi pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sektor pertambangan. 

Aspek hukum merupakan sebuah pendekatan konsep yang mutlak harus 

dilakukan oleh pemerintah, karena dengan konsep hukum sebagai 

petunjuk dalam bertindak dan berbuat serta menindak segala pelanggaran 

yang terjadi. 

Berkaitan dengan aspek hukum maka tidak jauh hubungannya 

dengan peraturan perundang-undangan. Pembaharuan terhadap undang-

undang di sektor pertambangan dilakukan oleh pemerintah, hal ini 

berlatar belakang dari adanya evaluasi pembangunan di sektor 
 

7 Pasal 6 ayat 1 huruf r UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. 
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pertambangan di masa lalu sewaktu menggunakan UU No. 11 Tahun 1967 

tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan, banyak dampak 

negatif yang diderita pemerintah dan rakyat. Dasar dari adanya 

pembaharuan kebijakan di sektor pertambangan tersebut diawali dengan 

dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang pembaruan 

agararia dan pengelolaan sumber daya alam, dikeluarkannya ketetapan ini 

ditangkap dari kondisi krisis kebijakan sumber daya alam dan krisis 

pengelolaannya yang sarat konflik seperti konflik sosial dan antar sektor 

kebijakan , pelanggaran Hak Asasi Manusia serta kerusakan lingkungan 

yang serius. 

Melaksanakan  mandat Ketetapan MPR  di awal tahun 2009 

pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan di sektor pertambangan 

yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

dengan dikeluarkan undang-undang tersebut maka UU No. 11 Tahun 1967 

tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan dinyatakan 

dicabut dan tidak berlaku lagi. Antara izin mengelola tanah untuk 

pertambangan dan mengelola tanah karena memperoleh hak atas tanah 

sering dipermasalahkan dan di antara peraturan tersebut juga belum 

adanya sinkronisasi . Melalui penelitian hukum normatif dengan metode 

pendekatan  peraturan perundang-undangan menjadi harapan  

harmonisasi  peraturan perundang-undangan pertambangan  dengan  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok 

Agraria.  

Pemberian hak atas tanah di areal pertambangan menurut Pasal 27 

ayat (5)  UU 11/67 tentang Ketentuan Pokok–pokok Hukum 

Pertambangan, mengatur  bahwa apabila telah diberikan kuasa 

pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak 

tanah, dalam hal ini status hukumnya tanah Negara, maka atas sebidang 

tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak atas tanah 

kecuali dengan persetujuan Menteri.  Ketentuan Pasal 137 Undang-Undang 
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Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

mengatur bahwa  pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin 

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah menyelesaikan 

penguasaan tanah, kepemilikan tanah, dan hak-hak atas bidang-bidang 

tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata ‘dapat’ artinya tidak harus 

diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat pemberian 

hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.  

Saat operasi pertambangan apakah kepada pengelola perlu memiliki 

tanah dengan  diberikan hak atas tanah atau memiliki tanah tanpa 

diberikan hak atas tanah atau tanpa memiliki tanah tetapi diberikan IUP,  

hal ini akan menjadi permasalahan terhadap pihak yang mengelola dan 

status hukum bidang tanah  reklamasi pascatambang8 apabila endapan 

alam bahan tambang telah habis digali atau kegiatan penambangan 

terhenti karena alasan teknis atau ijinnya tidak berlaku lagi. Sementara ini, 

implementasi dari peraturan perundang-undangan pertambangan dan 

berbagai peraturan terkait lainnya belum terlihat fakta pelaksanaannya di 

lapangan. 

Masalah pertambangan di Provinsi Bangka Belitung  telah banyak 

mengundang berbagai pihak dan berbagai disiplin ilmu untuk melakukan 

penelitian, khususnya tentang pengelolaan areal pascatambang. Salah 

satunya adalah pasca tambang yang dikelola oleh PT Kobatin seluas 41.000 

ha yang Ijin Usaha Pertambangannya berakhir pada tahun 2013.  Tim 

peneliti dosen dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) pada tahun 

2012 yaitu Senthot  Sudirman dan Eko Budi Wahyono, serta dari luar STPN 

yaitu M. Imam Zamroni dan Asma Luthfi. Team terdahulu  menggunakan 

 

8   Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara menyatakan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut 
pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian 
atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan 
fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan . 
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metode penelitian eksplanasi (explanatory research) diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut:  

1) Kebijakan pertanahan di lokasi penambangan timah di Pulau Bangka 

tidak hanya menimbulkan dampak ekologis berupa kolong, tetapi juga 

dampak sosial budaya seperti ketimpangan struktural di masyarakat 

hingga adanya gejala tenurial insecurity di masyarakat. Bila kondisi ini 

tidak diantisipasi sedini mungkin, maka akan berdampak secara 

siginifikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, utamanya 

masyarakat kecil yang tidak memiliki akses.  

2) Kondisi tersebut disebabkan karena tidak diperhatikannya struktur 

tenurial masyarakat. Struktur tenurial masyarakat harus diperhatikan 

Pemerintah agar tercapai tenurial security bagi masyarakat. Sesegera 

mungkin diterbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah mulai dari level 

provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai level kecamatan dan desa, 

sistem pengelolaan pertanahannya, dan peran Pemerintah secara aktif 

dalam mengawasi serta menjaga kelestarian alam menjadi hal yang 

utama.  

3) Aktor–aktor yang terlibat dalam pengelolaan pertanahan harus 

dilibatkan dan saling kontrol. Kegamangan atau kegalauan Pemerintah 

dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan sistem 

tenurial yang sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang Undang 

Pokok Agraria harus tetap diutamakan. Pemerintah selaku pemegang 

dan pengatur regulasi harus dapat berperan secara optimal, bukan 

sebaliknya pihak swasta yang mengendalikan pengaturan pertanahan 

di lokasi bekas tambang yang telah terpenuhinya kewajiban pemegang 

IUP/ dan kontrak karya berakhir.  

Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian terdahulu 

tersebut  adalah:  

1) RTRW harus sesegera mungkin dibuat, dan menjadi sesuatu yang paling 

mendesak untuk segera dibuat. Karena dasar pengaturan penggunaan 
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dan pemanfaatan tanah pasca tambang sangat bergantung pada RTRW. 

Penyusunan tata ruang agar dapat diterima oleh masyarakat secara 

luas, perlu keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang. 

Tidak hanya melibatkan DPRD saja.  

2)  Perlu dilakukan penyelidikan terhadap riwayat perolehan tanah dalam 

proses penambangan, untuk memperjelas status hukum hak atas tanah 

setelah proses reklamasi. Penyelidikan harus secara seksama dan teliti 

terkait dengan riwayat tanah untuk proses kegiatan penambangan ini. 

Mulai dari saat awal penetapan lokasi penambangan dan status hak 

atas tanah saat awal dan bagaimana cara perolehan tanahnya. 

Sehingga nantinya akan sangat mudah dalam menetapkan status 

tanahnya setelah IUP/IUPK habis.  

3) Meskipun sudah ada UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta turunannya dan 

UU Nomor 5 Tahun 1960, maka tetap perlu dibuat regulasi pengaturan 

pertanahan yang lebih komprehensif yang dapat menjangkau lintas 

sectoral, dan mengharuskan suatu koordinasi antar sektoral dalam 

menangani wilayah pasca tambang ini.  

4)  Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah pasca tambang tetap 

dalam kewenangan Kementerian ATR/BPN. 

Tim peneliti tahun 2018 berencana melanjutkan penelitian di atas, 

dan mencari informasi antara lain apakah rekomendasi tim terdahulu telah 

dilaksanakan oleh pihak terkait di Kabupaten Bangka Tengah.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan hasil penelitian 

terdahulu, maka pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan 

pertambangan dan peraturan terkait pertambangan lainnya, 

terkait dengan pemanfaatan  tanah pasca tambang ? 
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2. Apakah telah dirumuskan peraturan perundangan-undangan 

perihal peruntukan dan status hukum dari tanah pasca tambang 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan 

pertambangan dan peraturan terkait pertambangan lainnya, 

serta berbagai  permasalahan tanah pasca tambang hingga kini. 

2. Mengetahui rumusan peraturan perundangan-undangan, 

khususnya perihal peruntukan dan status hukum dari tanah 

pascatambang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

Tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas akan 

memberikan manfaat akademis ke arah wawasan perkembangan Hukum 

Pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan 

perundang-undangan di bidang agraria atau Hukum Agraria yang 

berkaitan dengan masalah pertambangan. 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki kebijakan pertanahan 

dalam hal pengaturan hak atas tanah di areal pertambangan pada saat 

penggalian maupun pascatambang. 

E. Kebaruan (Novelty) Penelitian 

Menurut Haris Retno Susmiyati ( 1992 ) menyatakan bahwa 

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 

Pertambangan terdapat beberapa substansi yang tidak konsisten yaitu 

masyarakat pemilik hak atas tanah tidak memiliki hak tolak terhadap 

pertambangan. Hal ini sesuai Pasal 26 Undang- Undang No 11 Tahun 1967 

menyatakan bahwa :  
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Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah 
atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang 
berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang 
kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat 
kepadanya : 

a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat 
kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan 
tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan 
dilakukan; 

b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih 
dahulu. 
 

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak tidak ada peluang bagi 

masyarakat untuk menolak beroperasinya perusahaan penambangan, hak 

masyarakat hanyalah menerima ganti rugi saja. Selain itu dalam Undang-

Undang 11 Tahun 1967 secara substantif hak pemegang Hak Atas Tanah 

terpinggirkan. Hal ini rentan menimbulkan konflik karena kepentingan 

pemegang hak atas tanah terpinggirkan ketika berhadapan dengan 

pemegang kuasa pertambangan.  

Menurut Victor Imanuel ( 2012 ) UU No.4 Tahun 2009 

menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kebijakan di bidang usaha 

pertambangan mineral dan batubara. Negara tidak lagi ditempatkan 

sebagai pihak yang inferior terhadap perusahaan-perusahaan 

pertambangan asing. Negara mampu memiliki posisi tawar yang lebih kuat 

melalui mekanisme perizinan (IUP) yang menjadi persyaratan bagi 

perusahaan-perusahaan pertambangan, baik nasional maupun asing, 

untuk melakukan eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia. 

Instrumen perizinan tidak menempatkan pemerintah sebagai pihak yang 

sejajar dengan perusahaan pertambangan layaknya mekanisme yang 

digunakan dalam kontrak karya tetapi sebagai pihak yang menguasai 

sumber daya mineral dan batubara. Dengan demikian pemerintah dapat 

mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya tersebut baik 

oleh perusahaan nasional maupun asing. 



16 
 

Menurut penelitian Busyra Azheri ( 2004)  tentang penataan Hak 

Atas Tanah bekas wilayah pertambangan  bahwa hukum pertambangan 

yang berlaku saat saat itu  hanya mengatur tentang proses dan 

pelaksanaan pertambangan, sedangkan pengaturan pasca tambang hanya 

diatur bersifat sumir, seperti Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 1967 dan surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 

208.K/201/DDJ/1996. Khusus pasca tambang yang berkaitan dengan 

penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan berpotensi 

menimbulkan konflik. Hal ini muncul karena penafsiran dari Hak 

Menguasai Negara (HMN) secara sempit dan memungkiri eksistensi 

hukum adat, seperti lahirnya Kesepakatan dan Perjanjian Nomor : 

06/09.04/2400000002/XI-2004 dan Nomor : 180/11/Huk-Org/2004 

antara PT. BA UPO dengan Pemko Sawahlunto pada tanggal 5 November 

2004 tentang penyerahan wilayah bekas tambang seluas 293, 45 Ha yang 

terdapat di daerah Kandi dan Tanah Hitam serta penyerahan dana 

reklamasi sebesar Rp 1.283.000, (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga 

juta rupiah) pada Pemkot Sawahlunto. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini telah menghasilkan kesimpulan: 

 

1) Kondisi tanah pascatambang di areal Ijin Usaha Pertambangan PT. 

Kobatin di Kabupaten  Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan 

dari areal 41.000 ha baru sekitar 20% ditambang. IUP yang telah 

berakhir untuk PT. Kobatin menyebabkan tanah pasca tambang yang 

masih mempunyai sisa potensi tambang diusahakan penambangan 

kembali oleh masyarakat secara illegal sehingga reklamasi belum 

optimal, bahkan terjadi pada areal 3000 ha hutan produksi yang 

dipinjam dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

selesai ditambang PT. Kobatin. Sehingga seharusnya dilakukan 

reklamasi dan reboisasi sulit dilaksanakan. Di sisi lain tanah pasca 

tambang banyak yang dimanfaatkan melalui reklamasi atau tanpa 

reklamasi. Tanpa reklamasi antara lain digunakan untuk penyedia air 

baku Perusahaan Daerah Air Minum kota Pangkal Pinang dan kota 

Tanjung Pandan. Sebagai pengendali banjir kota Pangkal Pinang, 

catchment area lokasi kebun sawit di Belitung sebagai objek wisata 

pancing, lokasi shooting film, wisata pemandangan indah danau pasca 

tambang kaolin di Bangka Tengah dan Belitung. Dilakukan reklamasi 

antara lain terhadap pascatambang kaolin di Belitung untuk 

perumahan, untuk perkebunan sawit di Bangka Tengah dan Belitung.  
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2) Belum ada peraturan perundangan yang tegas mengatur status hukum 

tanah pascatambang. Melihat fakta penguasaan dan pemanfatan tanah, 

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah membuat usulan ke 

Pemerintah Pusat untuk dirumuskan terhadap status 41.000 ha 

pascatambang yang diberikan ke PT. Kobatin yaitu 28.000 ha untuk 

kembali ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan dan 13.000 ha 

dikeluarkan dari Wilayah Pertambangan untuk digunakan kepentingan 

pemerintah daerah antara lain fasilitas umum, fasilitas sosial, infra 

struktur, pemukiman dan ruang terbuka hijau. Usulan disampaikan ke 

Kementerianan Energi dan Sumberdaya Mineral untuk selanjutnya 

dimintakan pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

B. Saran 

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia dalam memberikan Hak Atas Tanah diareal 

pertambangan perlu mempertimbangan Rencana Tata Ruang 

Wilayah pasca tambang dan akibat hukum yang timbul setelah 

pemberian hak atas tanah tersebut.  

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia dan Menteri yang tugasnya mengurusi 

pertambangan harus bersama-sama merevisi  peraturan 

perundang-undangan dengan menghapus ketentuan Pasal 137 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan menambah Pasal yang 

mengatur hapusnya hak kepemilikan atas bidang tanah kepada 

pemegang Ijin Usaha Pertambangan. 

3. Agar tidak terjadi tumpang tindih di areal pertambangan, ijin Usaha 

Pertambangan di berikan Instansi terkait menunjuk  Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilampiri Peta Bidang yang  

telah mempunyai kekuatan hukum letak batas antara areal 

pertambangan dengan areal bukan pertambangan dan bidang tanah 
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yang berbatasan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional,  hal ini mengingat koordinat wilayah tambang yang ada 

sekarang  belum mempunyai atau menjamin kepastian hukum letak 

dan batas. 

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia segera menjalankan tugas dan fungsi  

pengaturan tanah bekas kawasan dengan optimal dan kerjasama 

dengan pemerintah daerah serta  instansi terkait sehingga 

pengelolaan tanah bekas kawasan bisa berjalan dengan tertib dan 

tidak terjadi konflik dalam pemilikan, penguasaaan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah bekas kawasan tersebut. 
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